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Yang dimaksud dengan kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu 
atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan 
usahanya. Jenis kegiatan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:  

 
A. MONOPOLI 

 
Monopoli menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & 

Bryan Lowes) yaitu: suatu jenis struktur pasar (market structure) yang mempunyai 
sifat-sifat sebagai berikut:  
1. Satu perusahaan dan banyak pembeli 
2. Kurangnya produk subtitusi 
3. Pemblokiran pasar untuk dimasuki 
 
Pasal 17 
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas 
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) apabila: 
a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; 

atau 
b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau 
c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 

dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 
tertentu. 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 adalah 
sebagai berikut: 

1. melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk, 
2. melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk, 
3. menguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, dan 
4. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak 

sehat. 
Untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan di atas maka kriteria ini harus dipenuhi: 
1. tidak terdapat produk substitusinya, 
2. pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap produk yang sama 

dikarenakan hambatan masuk yang tinggi, 
3. pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan 

bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan, 
4. satu atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar 



suatu jenis produk. 
 

Contoh:  
Putusan No. 04/KPPU-I/2003 tentang Kasus Perkara JICT 

• Terlapor dalam kasus ini adalah (1) PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT); 
(2) Kerja Sama Operasi Terminal Peti kemas Koja (KSO TPK Koja); (3) PT Pelabuhan 
Indonesia II (PT Pelindo II). 

• Dalam kasus JICT ini terdapat dugaan telah terjadi praktik monopoli atau persaingan 
usaha tidak sehat di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dalam menyelenggarakan 
pelabuhan umum di Tanjung Priok, Pemerintah melimpahkan fungsi pelaksanaannya 
kepada PT Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN. Untuk pelayanan jasa berupa penyedia 
jasa terminal peti kemas, PT Pelindo II mengikutsertakan PT JICT sebagai badan hukum 
Indonesia dalam kerja sama pengelolaan untuk masa konsesi 20 tahun yang 
diwujudkan dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan 
(authorization agreement) Terminal Peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 
27 Maret 1999. 

• Pada klausul 32.4 di dalam authorization agreement menyatakan bahwa “Para pihak 
setuju tidak akan ada pembangunan Terminal Peti kemas Internasional lainnya yang 
dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tambahan atas Terminal 
Peti kemas I, II dan III sampai throughput1 di Pelabuhan Tanjung Priok telah 
mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rancang bangun tahunan 
yaitu 3,8 juta TEUs (TwentyFoot Equivalent Unit system)”. Pada awalnya PT JICT 
bukan merupakan entitas bisnis yang berbadan hukum melainkan unit bisnis srategis dari 
PT Pelindo II yang dikenal dengan Unit Terminal Peti kemas I dan Unit Peti kemas 
II. Guna mendukung keputusan politik pemerintah dalam proses privatisasi BUMN, 
maka Unit Terminal Peti kemas I dan Unit Terminal Peti kemas II dibadanhukumkan 
menjadi Perseroan Terbatas yang pada awal pendiriannya komposisi pemilikan saham 
99% dimiliki oleh PT Pelindo II dan sisanya dimiliki oleh Koperasi Pegawai Maritim 
(Kopegmar). 

• Pada tanggal 30 Maret 1999 Grosbeak Pte. Ltd. berhasil menguasai saham PT JICT 
sebesar 51%. Grosbeak sendiri merupakan perusahaan asing yang merupakan salah 
satu anak perusahaan dari Hutchinson Port Holding Ltd (HPH), di mana secara lebih 
jauh merupakan salah satu unit bisnis Hutchinson Whampoa Limited (HWL). 

• Di samping operasionalisasi terminal PT JICT, juga terdapat Unit Terminal Peti kemas 
III yang dikelola melalui pola kerja sama yang dilakukan antara PT Pelindo II dengan PT 
Humpus Terminal Peti kemas (HTP). Kontribusi investasi PT Pelindo II di dalam kerja sama 
operasi tersebut sebesar 48% sedangkan HTP sebesar 52%, di mana setelah dilakukannya 
penyesuaian pada 26 Maret 1999 kontribusi investasi berubah komposisinya, yaitu 52,12% 
bagi PT Pelindo II dan 47,88% bagi HTP. 

• Pada tahun 2000 HTP menjual semua kontribusi investasinya di dalam kerja sama kepada 
Ocean East dan Ocean Deep yang selanjutnya mendirikan PT Ocean Terminal Peti 
kemas (OTP), bagian dari grup HPH. Antara pemilik 51% saham PT JICT dan pemilik 
47,88% kontribusi investasi KSO TPK Koja memiliki hubungan afiliatif. 

• Hubungan afiliatif yang dimaksud adalah keduanya merupakan anak perusahaan HPH. 

                                                           
1 throughput artinya total arus peti kemas di suatu pelabuhan. 



Pengaruh HPH dalam pengoperasian jasa terminal pelayaran bongkar muat peti kemas 
secara nyata terlihat ketika dilakukan upaya-upaya untuk menekan beberapa perusahaan 
pelayaran pengguna jasa terminal bongkar muat peti kemas supaya bersedia 
menandatangani kontrak ekslusif sebagaimana dilakukan pada salah satu perusahaan 
pelayaran Perancis melalui surat tertanggal 5 April 2002. Di samping itu juga dilakukan 
upaya untuk menghambat pelaku usaha baru memasuki pasar bersangkutan dengan 
menggunakan klausul 32.4 authorization agreement. 

• PT Pelindo II, pemegang hak pengelolaan pelabuhan umum sebagaimana diatur di 
dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1991, telah memberikan konsesi pengelolaan 
terminal peti kemas kepada PT JICT dengan jaminan bahwa tidak akan ada 
pembangunan terminal peti kemas sebelum tercapainya throughput sebesar 75% 
sebagaimana tercantum dalam klausul 32.4 authorization agreement. 

• Klausul tersebut merupakan bentuk hambatan strategis yang nyata bagi pelaku 
usaha baru. Bentuk hambatan semakin nyata ketika PT JICT menggunakan klausul 32.4 
di dalam authorization agreement untuk meminta klarifikasi dan memprotes 
kebijakan PT Pelindo II yang memberi izin kepada PT Segoro Fajar Satryo untuk 
menggunakan Dermaga 300 yang melayani jasa bongkar muat peti kemas sebagaimana 
yang dilakukan oleh PT JICT dan KSO TPK Koja. Wibowo S. Wirjawan merangkap 
jabatan yaitu sebagai Presiden Direktur pada dua perusahaan yang memiliki pengaruh di 
dalam pasar yang bersangkutan yang sama, yaitu PT JICT dan OTP. 

• Pelabuhan merupakan cabang produksi yang vital dan memegang peranan strategis dalam 
aktivitas perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar ekspor dan 
impor barang nonmigas dilakukan melalui pelabuhan. Fungsi pelabuhan yang 
memperlancar arus impor dan memperkuat integrasi pasar domestik, pada gilirannya 
memberikan sumbangan yang signifikan bagi stabilitas makroekonomi, khususnya 
dalam hal penurunan biaya distribusi dan biaya transaksi, yang selanjutnya berdampak 
pada penurunan inflasi. 

• Komisi memutuskan bahwa: 
1. PT JICT secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasar 17 ayat (1) dan Pasal 25 

ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1999; 
2. PT JICT dan KSO TPK Koja secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 

19 huruf b UU No. 5 Tahun 1999; 
3. Wibowo S. Wirjawan secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 26 UU 

No. 5 Tahun 1999 
 

B. MONOPSONI 
 
Monopsony menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass 

& Bryan Lowes) diartikan: suatu bentuk pemusatan pembeli (buyer concentration) 
yaitu suatu situasi pasar (market) dimana seorang pembeli tunggal dihadapkan 
pada banyak pemasok kecil. Para pelaku monopsony mendapatkan keuntungan 
dari pemasok berupa bentuk potongan harga karena pembelian dalam jumlah besar 
juga berkaitan dengan perluasan atau perpanjangan kredit. 
 
Pasal 18 



(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli 
tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak 
sehat. 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan 
atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 
satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Ketentuan Pasal 18 tersebut dapat dijabarkan unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Pelaku usaha, Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 

Tahun 1999, pelaku usaha adalah: “Setiap orang perorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” 

2. Penguasaan, Yang dimaksudkan dengan penguasaan adalah: “Penguasaan yang nyata 
atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat 
menentukan dan mengendalikan harga barang dan atau jasa di pasar”. 

3. Barang, Sesuai dengan Pasal 1 angka 16 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999, 
“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun 
tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 
konsumen atau pelaku usaha”. 

4. Jasa, Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999, 
“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan 
dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. 

5. Praktik monopoli, Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 
Tahun 1999, “Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih 
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas 
barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 
dan dapat merugikan kepentingan umum”. 

6. Persaingan usaha tidak sehat, Pasal 1 angka 6 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 
1999 menyatakan bahwa: “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku 
usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa 
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 
persaingan usaha”. 

Contoh:  
Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC) di bawah koordinasi Tommy Suharto 
memaksa semua petani untuk menjual cengkeh mereka pada BPPC dengan harga murah 
yang disertai dengan berbagai alasan yang dipaksakan. 

• Para petani terbantu ketika harga cengkih mereka dibeli sesuai yang 
dijanjikan. Akan tetapi, kemudian mereka makin banyak menanam dan 
menghasilkan cengkih karena tawaran harga yang stabil, sementara pabrik 
kretek yang dirugikan kemudian mengurangi penggunaan cengkih mereka 
atau memaksimalkan stok yang ada. Belum lagi masalah beberapa pabrik 
kretek yang bisa membeli di luar BPPC karena korupsi pengelolaannya di 
daerah penghasil kretek. Tidak hanya itu, pengusaha rokok kretek kemudian 



menaikkan harga produk mereka sehingga pembelinya menurun.  Akibatnya, 
justru pemerintah dirugikan karena pajak rokok menurun. Muncullah masalah 
berupa ketidakseimbangan supply and demand (penawaran dan permintaan) 
cengkih di pasaran. Februari 1992, Tommy menyatakan bahwa dari 117.000 
ton cengkih yang dibeli dari petani dan 90.000 cengkih simpanan BPPC, 
mereka hanya mampu menjual 37.000 ton saja. Secara mengejutkan, Tommy 
lalu memerintahkan petani untuk membakar dan menebang pohon cengkih 
mereka, dan bahkan menyebut pinjaman pemerintah ke BPPC akan dibayar 
dengan cengkih yang terlalu banyak. Ketika sejumlah pejabat Golkar menolak 
usulan tersebut, Tommy menegur mereka dengan alasan para pejabat 
tersebut tidak berkompeten untuk mengurusi cengkih. Tidak hanya itu, akibat 
BPPC menolak membeli cengkih dan ketika di saat yang bersamaan tidak 
ada pihak lain yang bisa membeli, harga cengkih per kilogram pun 
melorot dari harga yang dijanjikan (Rp 7.000) menjadi di bawah Rp 2.000 
saja, bahkan pernah juga melorot menjadi Rp 250/kg, di saat BPPC tetap 
menetapkan angka Rp 10.000-12.000 untuk dijual ke pabrik rokok. 

 
C. PENGUASAAN PASAR 

 
Pasal 19 
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: 
a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan 

kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; 
b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak 

melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; 
c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar 

bersangkutan; atau 
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 
Contoh: 
Kasus Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Putusan Perkara No. 02/KPPU-I/2013 
Terlapor adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 

• PT PELINDO II (Persero) selaku badan usaha pelabuhan yang mengelola/ mengoperasikan 
terminal dan fasilitas pelabuhan pada 10 (sepuluh) provinsi dengan total sebanyak 12 (dua 
belas) pelabuhan di mana salah satu pelabuhan yang dikelola adalah Pelabuhan Teluk 
Bayur di Padang – Sumatera Barat. Keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan 
terbuka untuk perdagangan internasional telah meningkatkan kegiatan usaha yang terkait 
dengan jasa kepelabuhanan termasuk di antaranya kegiatan usaha bongkar muat barang. 

• Pada awalnya kondisi kegiatan usaha bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur 
dirasa pelaku usaha terkait cukup kondusif namun ketika PT PELINDO II (Persero) selaku 
badan usaha pelabuhan juga melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dengan 
membentuk unit/divisi khusus bongkar muat barang yaitu Perusahaan Bongkar Muat 
(PBM) Divisi Usaha Terminal (DUT) PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur maka dirasa mulai 
menimbulkan permasalahan, terlebih lagi selaku pengelola pelabuhan, PT PELINDO II 
(Persero) menetapkan persyaratan dalam perjanjian penyewaan lahan di Pelabuhan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran_dan_permintaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Golkar


Teluk Bayur dengan mewajibkan penyewa lahan untuk menggunakan jasa 
bongkar muat yang dimiliki PT PELINDO II (Persero) tersebut. Tindakan tersebut 
sangat memiliki potensi menimbulkan dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam 
pasar jasa bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur – Provinsi Sumatera Barat. 

• Berdasarkan hasil investigasi ditemukan adanya perjanjian sewa lahan milik PT PELINDO 
II (Persero) juga terdapat klausul kewajiban pengguna/penyewa lahan yang harus memenuhi 
jumlah throughput minimum per tahun. Jika tidak terpenuhi, maka pihak pengguna/penyewa 
lahan akan dikenakan sanksi yang dihitung per ton dari sisa jumlah throughput minimum yang 
tidak terpenuhi. 

• Bahkan berdasarkan alat bukti juga terdapat perjanjian sewa lahan yang mengatur mengenai 
larangan untuk menangani bongkar muat pihak ketiga, apabila dikerjakan maka harus 
memperoleh izin dari PT PELINDO II (Persero) dan wajib membayar supervise fee 
kepada PT PELINDO II (Persero). 

• Dalam perkara ini PT PELINDO II menyatakan tidak benar pendapat yang menyatakan 
bahwa seolah-olah PT PELINDO II (Persero) baru menyelenggarakan kegiatan jasa 
bongkar muat belakangan ini karena faktanya, penyelenggaraan kegiatan jasa bongkar 
muat oleh PT PELINDO II (Persero) sudah dilakukan sejak berdirinya PT PELINDO 
II (Persero) dan selama itu kegiatan penyelenggaraan kegiatan bongkar muat di pelabuhan 
Teluk Bayur telah berjalan dengan kondusif.  

• Bahwa suasana tidak kondusif yang timbul akhir-akhir ini disebabkan karena adanya 
keinginan dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat untuk membatasi peran PT PELINDO II 
(Persero) untuk tidak melakukan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat barang dan hanya 
sebagai penyedia fasilitas saja. 

• Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 

 
Pasal 20 
Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara 
melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud 
untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan 
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat. 
Contoh:  
Perkara No. 09/KPPU-L/2009 tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo Tbk. Sebagai Terlapor 
adalah PT Carrefour Indonesia. 
▪ Tertanggal 17 Desember 2007 diadakan Understanding (MoU) antara Carrefour, 

PT Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Pte. Ltd. untuk membeli saham PT Alfa 
Retailindo, Tbk. sebesar 75%. Tanggal 18 Desember 2007 PT Carrefour Indonesia 
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam-LK dan PT Bursa Efek 
Indonesia mengenai rencana pembelian saham Alfa sebesar 75%. Tanggal 19 
Desember 2007 rencana pembelian saham Alfa oleh Carrefour diumumkan melalui surat 
kabar Tanggal 21 Januari 2008 Carrefour menandatangani perjanjian jual beli saham 
atau Share Purchase Agreement (SPA) antara Carrefour dengan PT Sigmantara Alfindo 
dan Prime Horizon. Pte. Ltd. Jumlah saham Alfa milik PT Sigmantara Alfindo yang dibeli 
Carrefour sebesar 35% dan saham Alfa milik Prime Horizon Pte. Ltd. yang dibeli Carrefour 
sebesar 45%. Tanggal 21 Januari 2008 pemberitahuan kepada Bapepam-LK dan PT Bursa 



Efek Indonesia mengenai penandatangan SPA. Tanggal 22 Januari 2008 pengumuman 
di surat kabar nasional mengenai pembelian saham Alfa. 

▪ Setetelah melakukan akuisisi, Carrefour melakukan renovasi gedung terhadap gerai-gerai 
ex Alfa, melatih SDM, memperbaiki IT, melakukan space efficiency. Dari 30 gerai ex-
Alfa, sebanyak 14 gerai berganti nama menjadi Carrefour Express dan 16 gerai menjadi 
Carrefour sedangkan satu gerai ditutup. 

▪ Carrefour sebelum melakukan akuisisi Alfa telah memiliki market power sebagaimana dilihat 
pada pangsa pasarnya baik di pasar downstream maupun di pasar upstream serta berdasarkan 
keterangan-keterangan dari beberapa asosiasi pemasok lalu market power Carrefour 
semakin meningkat setelah melakukan akuisisi Alfa sebagaimana terlihat pada 
perubahan pangsa pasarnya yang mengakibatkan berkurangnya persaingan di pasar 
sebagaimana terlihat pada meningkatnya ukuran konsentrasi pasar selanjutnya, 
peningkatan market power Carrefour pascaakuisisi Alfa terbukti disalahgunakan 
oleh Carrefour dengan menekan pemasok melalui berbagai ketentuan trading 
terms yang merugikan baik bagi pemasok Carrefour maupun pemasok ex-Alfa. 
Tingginya barrier to entry untuk memasuki pasar menyebabkan perilaku Carrefour sulit 
untuk dikoreksi melalui mekanisme pasar. 

▪ Hal ini terlihat juga dari perilaku Carrefour tersebut kemudian diikuti oleh pesaing-pesaing 
lainnya sehingga mengakibatkan para pemasok semakin tertekan, dalam jangka 
panjang, perilaku Carrefour tersebut tidak hanya merugikan pemasok namun akan 
berakibat pada kerugian konsumen, karena konsumen akan sulit mendapatkan harga 
barang yang murah dan inovatif, perilaku Carrefour tersebut merupakan praktik monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan sehingga melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 25 ayat (1) 
huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Sebagai akibat dari akuisisi yang dilakukannya terhadap Alfa, 
akuisisi yang dilakukan Carrefour terhadap Alfa melanggar Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 
Tahun 1999. Pasar tradisional terbukti tidak berada dalam pasar bersangkutan Carrefour 
sehingga Tim Pemeriksa tidak melaksanakan penyelidikan lebih lanjut mengenai dugaan 
pelanggaran Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 terkait dugaan predatory pricing oleh Carrefour 
yang mematikan pasar tradisional. 

• Akuisisi Alfa yang dilakukan oleh Terlapor mengakibatkan dampak antipersaingan 
dalam pasar jasa ritel hipermarket dan supermarket di Indonesia, sehingga Terlapor 
melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Disamping 
itu, akuisisi Alfa yang dilakukan oleh Terlapor telah memenuhi semua unsur Pasal 28 ayat 
(2) UU No. 5 Tahun 1999. Namun dikarenakan sampai dengan saat itu belum 
diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 28 UU No. 
5 Tahun 1999 tersebut, maka Majelis Komisi, demi hukum, tidak dapat menyatakan 
Terlapor melanggar Pasal 28 ayat UU No. 5 Tahun 1999. Majelis Komisi tidak dapat 
melakukan analisis pemenuhan unsur Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, sehingga tidak dapat 
menyatakan Terlapor melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. 

▪ Dampak akuisisi dalam perkara ini telah terbukti merugikan secara nyata. Namun belum 
adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 dan Pasal 29 UU 
No. 5 Tahun 1999, menyebabkan merger dan akuisisi belum dapat dikendalikan secara 
efektif. 

▪ Majelis Komisi memutuskan Terlapor, PT Carrefour Indonesia tidak terbukti melanggar 
Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. 

 



Pasal 21 
Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi 
dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau 
jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 
Contoh:  
Putusan Perkara No. 25/KPPU-I/2009 tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge Dalam 
Industri Jasa Penerbangan Domestik 

• Terlapor dalam kasus ini adalah: Terlapor I PT Garuda Indonesia (Persero), Terlapor II 
PT Sriwijaya Air, Terlapor III PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Terlapor IV PT 
Mandala Airlines, Terlapor V PT Riau Airlines, Terlapor VI PT Travel Express 
Aviation Services, Terlapor VII PT Lion Mentari Airlines, Terlapor VIII PT Wings Abadi 
Airlines, Terlapor IX PT Metro Batavia, Terlapor X PT Kartika Airlines, Terlapor XI PT 
Linus Airways, Terlapor XII PT Trigana Air Service, Terlapor XIII PT Indonesia 
AirAsia. 

• Berdasarkan uji pergerakan fuel surcharge2  para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s.d. 
Maret 2008) untuk penerbangan 0 s.d. 1 jam, 1 s.d. 2 jam, 2 s.d. 3 jam, menunjukkan 
hasil yang signifikan di mana terdapat variasi yang sama dari seluruh maskapai 
penerbangan yang diuji selanjutnya pada uji pergerakan fuel surcharge para Terlapor 
pada Periode II (April 2008 s.d. Desember 2009) untuk penerbangan 0 s.d. 1 jam, 1 s.d. 2 
jam, 2 s.d. 3 jam menunjukkan hasil yang tidak signifikan di mana tidak terdapat variasi 
yang sama dari seluruh maskapai penerbangan yang diuji. 

▪ Meskipun sejak 30 Mei 2006, tidak ada kesepakatan tertulis di antara para Terlapor dalam 
menetapkan fuel surcharge, namun berdasarkan analisis pergerakan fuel surcharge di atas, 
baik analisis grafik, tabel, uji korelasi dan uji varians, menunjukkan adanya trend yang sama, 
korelasi positif dan variasi yang sama di antara para Terlapor dalam menetapkan besaran 
fuel surcharge untuk periode Mei 2006 s.d. Maret 2008 untuk zona waktu tempuh 0 s.d. 1 
jam, 1 s.d. 2 jam dan 2 s.d. 3 jam. 

▪ Formula perhitungan fuel surcharge, asumsi harga avtur, asumsi konsumsi avtur dan asumsi 
load factor yang dibuat oleh masing-masing Terlapor berbeda-beda, maka seharusnya 
pergerakan fuel surcharge yang ditetapkan oleh masing-masing Terlapor juga berbeda- 
beda berdasarkan pertimbangan ekonomi dari masing-masing perusahaan. Perubahan fuel 
surcharge di antara para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 – Maret 2008) menunjukkan 
kecenderungan yang sama namun hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dari pertimbangan 
ekonomi masing-masing Terlapor, maka Tim Pemeriksa menilai bahwa 
kecenderungan perubahan fuel surcharge tersebut didasarkan pada suatu perjanjian 
di antara para Terlapor. Hal tersebut di atas pada butir b didukung dengan fakta 
adanya perjanjian di antara Terlapor untuk menetapkan besaran fuel surcharge Rp 
20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 Mei 2006 yang 
diwadahi oleh INACA. 

▪ Meskipun INACA kemudian menyatakan menyerahkan besaran fuel surcharge pada 
masing-masing maskapai pada tanggal 30 Mei 2006, namun secara faktual pergerakan fuel 
surcharge masing-masing Terlapor masih menunjukkan kecenderungan yang sama 
sampai dengan Maret 2008 Tim Pemeriksa menilai dua fakta tersebut di atas telah 

                                                           
2 fuel surcharge adalah komponen tarif baru dalam maskapai penerbangan yang ditujukan untuk menutup 
biaya yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur yang signifikan sebagai imbas dari kenaikan harga 
minyak dunia 



cukup sebagai bukti adanya perjanjian untuk menetapkan besaran fuel surcharge 
secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terlapor (PT Garuda Indonesia (Tbk.), 
PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT 
Riau Airlines, PT Travel Express Aviation Services, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings 
Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service dan PT 
Indonesia Air Asia) pada Periode I (Mei 2006 s.d. Maret 2008) untuk zona 
penerbangan dengan waktu tempuh 0 s.d. 1 jam, 1 s.d. 2 jam dan 2 s.d. 3 jam. Namun 
demikian, Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya kesamaan perubahan harga fuel 
sucharge yang ditetapkan oleh para Terlapor (PT Garuda Indonesia (Tbk.), PT Sriwijaya 
Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Riau Airlines, PT 
Travel Express Aviation Services, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, 
PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service dan PT Indonesia Air 
Asia) pada Periode II (April 2008 s.d. Desember 2009) untuk zona penerbangan 
dengan waktu tempuh 0 s.d. 1 jam, 1 s.d. 2 jam dan 2 s.d. 3 jam. 

• Para Terlapor telah menetapkan biaya fuel surcharge secara curang yang dibuktikan 
dengan perubahan nilai fuel surcharge para Terlapor yang tidak sama dengan 
perubahan nilai harga avtur pada sejak Mei 2006 sampai dengan Desember 2009 dan 
nilai fuel surcharge sejak Maret 2008 telah melampaui tarif batas atas sebagaimana 
ditetapkan dalam KM No. 9 Tahun 2002. Tim Pemeriksa menyimpulkan ada bukti 
pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 
PT Garuda Indonesia (Tbk), PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), 
PT Mandala Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel Express Aviation Services, PT Lion 
Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT 
Trigana Air Service dan PT Indonesia AirAsia 

▪ Telah terbukti terjadi penetapan harga yang dilakukan oleh Terlapor I PT Garuda Indonesia 
(Persero), Terlapor II PT Sriwijaya Air, Terlapor III PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), 
Terlapor IV PT Mandala Airlines, Terlapor VI PT Travel Express Aviation Service, 
Terlapor VII PT Lion Mentari Airlines, Terlapor VIII PT Wings Abadi Airlines, 
Terlapor IX PT Metro Batavia, Terlapor X PT Kartika Airlines, yang terbukti dengan 
adanya perjanjian penetapan harga sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan 
Fuel Surcharge (Ref. Berita Acara INACA No. 9100/53/V/2006 tanggal 4 Mei 2006), yang 
kemudian dibatalkan dengan keluarnya Notulen Rapat INACA No. 9100/57/V/2006 
pada tanggal 30 Mei 2006. 

▪ Adanya perjanjian penetapan harga sesuai dengan Berita Acara Persetujuan 
Pelaksanaan Fuel Surcharge (Ref. Berita Acara INACA No. 9100/53/V/2006 tanggal 4 
Mei 2006), yang kemudian dibatalkan dengan keluarnya Notulen Rapat INACA No. 
9100/57/V/2006 pada tanggal 30 Mei 2006. Adanya penetapan fuel surcharge secara 
terkoordinasi (concerted actions) dalam zona penerbangan 0 s.d. 1 jam, 1 s.d. 2 jam dan 2 
s.d. 3 jam, Adanya hubungan positif dengan korelasi yang tinggi (nilai rata-rata di atas 0,95) 
antara fuel surcharge yang diterapkan para Terlapor, Hasil Uji Homogenity of Variance 
dengan pendekatan Bartletts terhadap fuel surcharge 0 s.d. 1 jam, 1 s.d. 2 jam dan 2 
s.d. 3 jam periode Mei 2006 s.d. Oktober 2009 menunjukkan bahwa variasi dari fuel 
surcharge masing-masing maskapai yang diuji adalah sama. 

▪ Terjadinya excessive price dalam penerapan fuel surcharge berdasarkan perbandingan 
antara fuel surcharge aktual dengan fuel surcharge acuan estimasi, dan perbandingan 
antara fuel surcharge aktual dengan fuel surcharge acuan Dephub. Terjadinya excessive 



fuel surcharge yang dinikmati oleh 9 (sembilan) Terlapor yaitu Terlapor I PT Garuda 
Indonesia (Persero), Terlapor II PT Sriwijaya Air, Terlapor III PT Merpati Nusantara 
Airlines (Persero), Terlapor IV PT Mandala Airlines, Terlapor VI PT Travel Express, 
Terlapor VII PT Lion Mentari Airlines, Terlapor VIII PT Wings Abadi Airlines, Terlapor 
IX PT Metro Batavia, Terlapor X PT Kartika Airlines. 

▪ Majelis Komisi menetapkan adanya kerugian di pihak masyarakat dan menjatuhkan 
sanksi berupa tindakan administratif penetapan pembayaran ganti rugi kepada 
masyarakat melalui pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari excessive fuel surcharge 
masing-masing Terlapor dengan perkecualian kepada Terlapor VI (PT Travel Express 
Aviation) dan Terlapor X (PT Kartika Airlines) yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen) 
dengan mempertimbangkan bahwa kedua Terlapor tersebut merupakan perusahaan yang 
masih akan berkembang, skala usaha kecil dengan jumlah armada pesawat yang terbatas, 
dan beroperasi pada jalur perintis di luar kota-kota besar. 

• Majelis Komisi menetapkan Terlapor I PT Garuda Indonesia (Persero), Terlapor II 
PT Sriwijaya Air, Terlapor III PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Terlapor 
IV PT Mandala Airlines, Terlapor V PT Riau Airlines, Terlapor VI PT Travel Express 
Aviation Services, Terlapor VII PT Lion Mentari Airlines, Terlapor VIII PT Wings Abadi 
Airlines, Terlapor IX PT Metro Batavia, Terlapor X PT Kartika Airlines, Terlapor 
XI PT Linus Airways, Terlapor XII PT Trigana Air Service, Terlapor XIII PT Indonesia 
AirAsia tidak terbukti melanggar Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 

 
D. PERSEKONGKOLAN 

 
Pasal 22 
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat. 
Contoh:  
Putusan Perkara KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tentang Perkara Tender Penjualan Saham dan 
Obligasi (Convertible Bonds PT Haldiko Perkasa dan Convertible Bonds BPPN) PT 
Indomobil Sukses Internasional, Tbk. 
▪ Terlapor yaitu : PT Holdiko Perkasa sebagai terlapor I; PT Trimegah Securities sebagai 

terlapor II; PT Cipta Sarana Duta Perkasa (PT CSDP) sebagai terlapor III; Pranata Hajadi 
Pelaku Usaha sebagai Pemegang Saham PT Lautan Luas, Tbk, Pemegang Saham PT 
Cipta Sarana Duta Perkasa, Direktur Utama PT Eka Surya Indah Pratama dan 
Pemegang Hak Eksklusif PT Alpha Sekuritas Indonesia dalam pembelian saham PT 
IMSI sebagai terlapor IV; Jimmy Masrin Pemegang Saham PT Lautan Luas, Tbk, 
Komisaris PT Eka Surya Indah Pratama sebagai terlapor V; PT Multi Megah 
Internasional (PT MMI) sebagai terlapor VI; Parallax Capital Management Pte Ltd 
sebagai terlapor VII; PT Bhakti Asset Management (PT BAM) sebagai terlapor VIII; PT 
Alpha Sekuritas Indonesia sebagai terlapor IX; PT Deloitte & Touche FAS (PT DH) 
sebagai terlapor X. 

▪ Duduk perkara pada perkara KPPU No. 03/KPPU-I/2002 yakni inisiasi pemeriksaan perkara 
dugaan tender dari pemberitaan beberapa media massa yang terbit pada bulan Desember 
2001. Beberapa edisi kemudian memberitakan adanya kejanggalan dalam proses 
Tender Penjualan Saham PT IMSI di antara harga yang dianggap terlalu rendah, 



jangka waktu pelaksanaan Tender yang singkat, jumlah peserta tender yang 
terbatas, dugaan adanya pelanggaran prosedur. Selanjutnya berdasarkan wewenang 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 huruf b dan 40 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, 
dan sesuai dengan hasil rapat Komisi tanggal 8 Januari 2002, menilai perlu dilakukan 
monitoring tender penjualan saham PT IMSI dengan terbitnya Surat Keputusan No. 
01/Kep/KPPU/I/2002 tentang Tim Monitoring tender penjualan saham PT IMSI. 

▪ Setelah itu, berdasarkan hasil Rapat Komisi tanggal 31 Januari 2002 tentang hasil monitoring 
penjualan saham PT IMSI, Komisi pada tanggal 31 Januari 2002 dengan Surat 
Penetapan No. 05/PEN/KPPU/I/2002 menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan dan mengeluarkan Surat Keputusan No. 06/KEP/KPPU/I/2002 tentang 
Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif No. 
03/KPPUI/ 2002. Selanjutnya itu, setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dari 
tanggal 4 Pebruari 2002 sampai dengan 19 Maret 2002, Tim Pemeriksa menemukan 
adanya indikasi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang perlu dikembangkan lagi dan 
karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan. 

▪ Fakta yang terungkap dalam pemeriksanaan, Majelis Komisi berpendapat telah terjadi 
persekongkolan atau konspirasi tender penjualan saham PT IMSI antara peserta 
tender, (baik secara perseorangan maupun badan usaha), tidak dipenuhi berbagai syarat 
tender yang telah ditentukan dan pertukaran informasi rahasia tender antar peserta 
tender, yang dilakukan dengan tindakan penyesuaian (concerted action) oleh Pranata 
Hajadi yang setelah PT CSDP memenangkan tender merupakan Direktur Utama 
PT CSDP, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (comparing bid prior to 
submission), persaingan semu (sham competition), menyetujui suatu tindakan meskipun 
mengetahui atau sepatutnya mengetahui melanggar prosedur dan memfasilitasi suatu 
tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui prosedur, tidak menolak suatu 
tindakan meskipun mengetahui dan atau sepatutnya mengetahui tindakan tersebut 
melanggar prosedur. Tender penjualan saham dan convertible bond ini sedemikian sangat 
kontroversial sehingga calon-calon pembeli cenderung resistent untuk ikut tender ulang. 

▪ Implikasi berikutnya adalah jumlah peserta tender bisa menciut dan bahkan dapat 
mengakibatkan harga penawaran lebih rendah dari tender sebelumnya. Tender ulang yang 
kompetitif, kredibel dan transparan untuk kasus PT IMSI sebagai suatu perusahaan yang 
memiliki struktur usaha sangat rumit membutuhkan waktu yang relatif panjang paling 
tidak 6 bulan. Diperlukan biaya yang cukup besar untuk tender ulang (fee untuk financial 
advisor dan biaya-biaya lainnya). Target keberadaan PT Holdiko Perkasa adalah 
sampai akhir tahun ini, karena seluruh sisa aset ex milik Salim Group ditargetkan sudah 
terjual seluruhnya pada tahun ini. Majelis Komisi berpendapat bahwa apabila dilakukan 
tender ulang maka prosesnya diperkirakan sampai tahun depan dan diperlukan biaya 
tambahan untuk memperpanjang keberadaan PT Holdiko Perkasa. 

▪ Maka berdasar unsur yang dikemukakan di atas dalam berbagai uraian di atas, maka unsur 
bersekongkol dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terbukti dan dapat dinyatakan 
bahwa tender tersebut batal demi hukum; 

▪ Putusan Majelis Komisi adalah sebagai berikut. 
▪ Menyatakan PT Holdiko Perkasa (Terlapor I) dan PT Deloitte & Touche FAS 

(Terlapor X), secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 
1999 karena melakukan tindakan persekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha 
tidak sehat dengan pelaku usaha peserta tender yaitu PT Cipta Sarana Duta Perkasa 



(Terlapor III), PT Bhakti Asset Management (Terlapor VIII) dan PT Alpha Sekuritas 
Indonesia (Terlapor IX) secara terang-terangan dan atau diam-diam berupa tidak 
menolak keikutsertaan ketiga peserta tender tersebut dalam tender penjualan saham 
dan convertible bonds PT Indomobil Sukses Internasional walaupun mengetahui 
ketiga peserta tender tersebut tidak memenuhi persyaratan dan atau melanggar 
prosedur sebagaimana ditentukan dalam Prosedures for The Submission of Bid. 

▪ Menyatakan PT Trimegah Securities (Terlapor II), PT Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor 
III), Pranata Hajadi (Terlapor IV), Jimmy Masrin (Terlapor V), PT Bhakti Asset Management 
(Terlapor VIII) dan PT Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX) secara bersama-
sama secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 karena 
melakukan tindakan persekongkolan di antara mereka yang menimbulkan persaingan 
usaha tidak sehat berupa tindakan saling menyesuaikan dan atau membandingkan 
dokumen tender dan atau menciptakan persaingan semu dan atau memfasilitasi 
suatu tindakan untuk memenangkan PT Cipta Sarana Duta Perkasa sebagai 
pemenang tender penjualan saham dan convertible bonds PT Indomobil Sukses 
Internasional. 

▪ Menyatakan PT Multi Megah internasional (Terlapor VI) dan Parallax Capital Management 
(Terlapor VII) kedua-duanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 
UU No. 5 Tahun 1999. 

▪ Melarang PT Trimegah Securities (Terlapor II), PT Cipta Sarana Duta Perkasa 
(Terlapor III), dan PT Deloitte & Touche FAS (Terlapor X) untuk mengikuti transaksi 
baru dalam bentuk apa pun di lingkungan dan atau dengan Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional (BPPN) dan atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh atau atas 
kuasa BPPN berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas BPPN baik dalam penyehatan 
perbankan, penyelesaian aset bank maupun dalam pengembalian uang negara dalam 
jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda 
atas pelanggaran sebesar 30% dari nilai setiap transaksi. 

 
Pasal 23 
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan 
informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia 
perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Contoh:  
Putusan Perkara No. : 19/KPPU-L/2007 tentang EMI 

• Terlapor EMI Music South East Asia sebagai Terlapor I, PT EMI Indonesia sebagai 
Terlapor II, Arnel Affandi, S.H. sebagai Terlapor III, Dewa 19 sebagai Terlapor IV, Iwan 
Sastra Wijaya sebagai Terlapor V. 

• Dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perpindahan 
Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia yang dapat 
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. EMI Music Asia dengan PT EMI 
Indonesia diduga bersekongkol dengan Arnel Affandi, SH dan Iwan Sastra Wijaya untuk 
mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yaitu PT Aquarius Musikindo terkait 
dengan perjanjian kerja sama antara PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19 yang antara 
lain mengatur mengenai Royalty Rate, Advance, Time Frame,Penalty. 

• Berdasarkan perjanjian tanggal 12 Juli 2004 Pasal 4 artis secara bersama-sama 



(group) maupun perorangan terikat secara formal kepada Aquarius untuk menjual 
master rekaman artis secara eksklusif 1 album laskar cinta dan 4 lagu baru 
lainnya. Akan tetapi, Dewa 19 belum memenuhi kewajibannya untuk 
menyelesaikan 4 lagu yang telah diperjanjiankan. Namun, Dewa 19 sudah 
berpindah ke EMI Music South East Asia dengan dalih keinginan untuk go 
Internasional. 

• Proses perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music East Asia 
Pada Tahun 2004 bulan Juni/Juli ditandatangani di Restoran Jepang Mulia, dalam hal 
ini yang mengatur perpindahan tersebut adalah Iwan Sastra Wijaya dengan 
Modiator Arnel Affandi,SH. Keterkaitan antara EMI Music South East Asia dengan 
PT EMI Indonesia adalah bahwa PT EMI Indonesia merupakan perwakilan EMI Music 
South East Asia. 

▪ Perpindahan Dewa 19 ke EMI Music South East Asia berdampak:1). Pengangkatan 
Arnel Affandi (Terlapor III) sebagai Direktur PT EMI Indonesia yang sebelumnya 
menjabat sebagai Konsultan Hukum di PT Aquarius Pustaka Musik; 2). Pengangkatan 
Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) sebagai Managing Director PT EMI Indonesia, yang 
pada awalnya tidak memiliki kedudukan apa pun pada EMI Music South East Asia. 
Persekongkolan tersebut tentu merugikan Pihak PT Aquarius Musikindo sebesar 
Rp. 4.295.627.881. 

• DEWA 19 belum menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan 4 (empat) lagu baru yang 
tercantung dalam Perjanjian No. 001/JS.d.W/07/04 tanggal 12 Juli 2004, sehingga Dewa 19 
masih terikat kontak dengan PT Aquarius Musikindo. Majelis menilai bahwa perjanjian 
tersebut masih berlaku bagi para pihak karena Putusan Pengadilan Negeri No. 
110/ Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst belum memiliki kekuatan hukum tetap. Komisi menilai apabila 
akan go Internasional tidak harus menandatangani kontrak dengan EMI Music South 
East Asia, melainkan cukup perusahaan di Indonesia. Terdapat bukti yang telah 
diketahui oleh Majelis mengenai keterlibatan PT EMI Indonesia, Arnel Affandi, 
serta Iwan Sastra Wijaya dalam proses perpindahan DEWA 19 dari PT Aquarius 
Musikindo ke EMI Music South East Asia. 

• Perjanjian antara EMI Music South East Asia dengan DEWA 19 yang 
ditandatangani di Jakarta Pada Tanggal 19 Juli 2004 dibuat dengan 2 (dua) bahasa yaitu 
Bahasa Inggris dengan Bahasa Indonesia. PT EMI Indonesia merupakan subordinat 
dari EMI Music South East Asia. Seharusnya DEWA 19 melakukan pemenuhan prestasi 
terlebih dahulu kepada Aquarius Musikindo. Menurut bukti tambahan, PT EMI Indonesia 
melaksanakan Pembayaran atas pemakaian master-master yang dimiliki oleh EMI 
Music South East Indonesia berupa royalty termasuk Group Band DEWA di mana 
terdapat pembayaran di muka, maka akan diperhitungkan dengan royalty PT EMI 
Indonesia yang akan dibayarkan kepada EMI Music South East Asia. Pembayaran ini 
dinilai oleh Komisi sebagai Persekongkolan antara PT EMI Indonesia dengan EMI 
Music South East Asia, karena PT EMI Indonesia tidak termasuk dalam Artist 
Agreement Pada tanggal 19 Juli 2004. 

• Komisi menilai isi kontrak antara PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19 
(Terlapor IV) sebagai informasi kegiatan usaha pesaingnya yang merupakan 
rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 
1999, hal ini mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 

• Sehingga dalam kasus ini terbukti bersalah melanggar Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999. 



 
Pasal 24 
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat 
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya 
dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar 
bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan 
waktu yang dipersyaratkan. 

Dari ketiga pasal diatas, dapat dikatakan bahwa kegiatan persekongkolan 
yang dilarang yaitu: 
1. Berkaitan dengan tender yang tidak wajar 
2. Berkaitan dengan informasi atau rahasia perusahaan yang diperoleh pesaing 

usaha dengan cara illegal 
3. Berkaitan dengan upaya menghambat produk/pemasaran barang/jasa oleh 

pesaing usaha dengan cara illegal 
Contoh:  
Putusan Perkara No. 05/KPPU-I/2003 tentang Importasi Bawang Putih Terlapor: 

• Terlapor I CV Bintang, Terlapor II CV Karya Pratama, Terlapor III CV Mahkota 
Baru, Terlapor IV CV Mekar Jaya, Terlapor V PT Dakai Impex, Terlapor VI PT 
Dwi Tunggal Buana, Terlapor VII PT Global Sarana Perkasa, Terlapor VIII PT Lika 
Dayatama, Terlapor IX PT Mulya Agung Dirgantara, Terlapor X PT Sumber Alam 
Jaya Perkasa, Terlapor XI PT Sumber Roso Agromakmur, Terlapor XII PT 
Tritunggal Sukses, Terlapor XIII PT Tunas Sumber Rezeki, Terlapor XIV CV Agro 
Nusa Permai, Terlapor XV CV Kuda Mas, Terlapor XVI CV Mulia Agro Lestari, 
Terlapor XVII PT Lintas Buana Unggul, Terlapor XVIII PT Prima Nusa Lentera 
Agung, Terlapor XIX PT Tunas Utama Sari Perkasa, Terlapor XX Badan Karantina 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Terlapor XXI Direktur Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 
Terlapor XXII Menteri Perdagangan Republik Indonesia. 

• Adanya kebijakan perpanjangan masa berlaku SPI tidak transparan dan diskriminatif. 
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak 
mengumumkan secara resmi kebijakan perpanjangan masa berlaku SPI ini. 

• Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan juga 
melakukan perilaku diskriminatif dengan menolak pelaku usaha yaitu PT Indobaru 
Utama Sejahtera yang akan melakukan perpanjangan SPI. Perusahaan-perusahaan 
yang mengajukan perpanjangan masa berlaku SPI diduga merupakan perusahaan-
perusahaan yang terafiliasi sehingga memungkinkan melakukan pengaturan pasokan 
bawang putih ke dalam negeri selama bulan November 2012 – Februari 2013. 

• Dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Pertanian 
maupun Peraturan menteri Perdagangan terkait dengan impor bawang putih 
diduga merupakan upaya untuk mengatur pasokan bawang putih ke dalam 
negeri guna mengatur harga. Dugaan pengaturan pasokan yang dilakukan oleh 
kelompok pelaku usaha sebagaimana diuraikan dalam putusan ini merupakan 
bagian dari upaya untuk mengatur harga bawang putih di pasar. 

• Pihak yang bersekongkol adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor 
V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor 
XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor 



XVIII, dan Terlapor XIX dengan cara menggunakan pihak yang sama dalam 
pengurusan SPI dan/atau perpanjangan SPI, perpanjangan SPI di luar jangka 
waktu RIPH yang tidak ada dasar hukumnya. Terdapat importir bawang yang tidak 
mendapatkan persetujuan SPI dari Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia. 

• Para Terlapor melakukan importasi di luar jangkauan waktu RIPH yang diberikan. Perilaku 
Terlapor sebagai importir yang mengambil keuntungan dengan cara menunda realiasasi 
import yang merupakan tindakan menahan pasokan. Kebijakan mengenai kuota importasi 
untuk produk bawang putih tidak tepat, di mana kebutuhan bawang putih sepenuhnya 
dipenuhi melalui impor, adapun produksi bawang putih lokal tidak berada pada pasar 
bersangkutan yang sama 

• Dalam Putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor 
III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapr IX, Terlapor 
X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor 
XVI, Terlapor XVII,Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII 
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999. 

 
 
 


